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Tesisini membahas mengenai pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada Undang-Undang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan di luar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penulisan
ini dianalisis dengan metode doktrinal. Tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam berbagal undang-
undang sebelum UU TPKS disahkan dengan berbagai istilah yang beragam. Terminologi kekerasan seksual
kemudian disepakati untuk digunakan dalam UU TPKS untuk unifikas setiap tindakan yang dijelaskan pada
UU ini, dan UU lain di luar UU TPKS. Namun, frasa ‘ disebutkan secara tegas sebaga kekerasan seksual’
yang ditujukan bagi tindak pidana kekerasan seksual di luar UU TPKS pada pasal 4 Ayat 2 menimbulkan
berbagai disharmonisasi sehingga keberlakuan UU TPK'S dan segala kebaruan serta panduan penanganan
tindak pidana yang mengaturnya, tidak dapat secara serta merta berlaku pada UU pendahulunya. UU TPKS
hadir dengan berbagai kebaruan yang menguntungkan korban, menjamin lebih banyak perlindungan korban
dari mulai pencegahan sampai dengan pemulihan. Potensi terjadinya multitafsir dalam mengartikan sebuah
tindakan sebagai kategori tindak pidana kekerasan seksual haruslah ditindaklanjuti dengan kehadiran
peraturan lanjutan yang kemudian dapat memperbaiki kekosongan dan kerancuan pada UU TPK'S demi
jaminan kepastian hukum bagi setiap korban.

...... This thesis discusses the regulation of the crime of sexual violencein the Law on Sexual Violence and
outside the Law on Sexual Violence. Thisthesisis analyzed using the doctrinal method. The crime of sexual
violence was regulated in various laws before the Law on Sexual Violence was passed with various terms.
The terminology of sexual violence was then agreed to be used in the Law on Sexual Violence to unify
every act described in this law, and other laws outside the Law on Sexual Violence. However, the phrase
‘expressly mentioned as sexual violence' which isintended for criminal acts of sexua violence outside the
Law on Sexual Violencein Article 4 Paragraph 2 creates various disharmonizations so that the applicability
of the Law on Sexual Violence and al the novelty and guidelines for handling criminal acts that regulate it,
cannot immediately apply to the predecessor law. The Law on Sexua Violence comes with various
novelties that benefit victims, guaranteeing more victim protection from prevention to recovery. The
potential for multiple interpretations in defining an action as a category of sexual violence crime must be
followed up with the presence of further regulations that can then correct the ambiguitiesin the Law on
Sexual Violence to guarantee legal certainty for every victim.
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